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PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan meningkatkan motivasi,
dedikasi, pengabdian, dan prestasi kerja Aparatur Sipil
Negara dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu diberikan
tanda penghargaan oleh Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penilaian
terhadap Aparatur Sipil Negara dan Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Aparatur Sipil Negara
dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan
Kepala Badan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada
Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajiban Secara Luar
Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4193);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 90);

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP 003 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Gofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1528);
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9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1529);

10.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BERPRESTASI Dl
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika.

BAB lI
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi bentuk penghargaan,
penilaian, kriteria penilaian, tim penilai dan tim pertimbangan, dan
pemberian penghargaan bagi ASN dan UPT berprestasi di Lingkungan
BMKG.
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